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ABSTRAK 
Aulia Lizara. NIM : S.351602014. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI 
DALAM MENERIMA, MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA 
EKONOMI SYARIAH. 2017. Program Magister Kenotariatan Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret 
Tujuan penelitian dan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis kedudukan hukum atas kesepakatan para pihak untuk memilih sengketa 
ekonomi syariah di Pengadilan Negeri, yang menurut Undang-Undang Peradilan 
Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan mengetahui apa yang 
menjadi dasar Pengadilan Negeri masih menerima dan memeriksa perkara-ekonomi 
syariah setelah adanya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 93/PUU-X/2012. 
Metode Penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan empiris, bersifat deksriptif. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dengan  wawancara, dan 
data sekunder adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang 
diteliti oleh penulis.  
Hasil penelitian ini menyatakansuatu perjanjian yang telah disepakati oleh 
para pihak tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, 
sekalipun suatu kontrak atau perjanjian khususnya suatu akad merupakan suatu 
undang-undang bagi mereka yang telah sepakat didalamnya, namun hal tersebut 
harus dikesampingkan karena ada peraturan yang lebih tinggi terkait akad tersebut 
dan klausula dalam suatu akad yang bertentangan tersebut batal demi hukum. Terkait 
dengan pilihan hukum (choice of forum) tentang klausula penyelesaian sengketa 
maka klausula perjanjian mengenai penyelesaian sengketa itu akan batal demi hukum 
karena bertentangan dengan undang-undang dikarenakan adanya peraturan yang 
mengatur mengenai kewenangan absolut Peradilan yaitu di lingkungan Pengadilan 
Agama. 
Pelaksanakan tugas untuk menyelesaikan perkara apapun berdasarkan asas 
ius curia novit yang menjelaskan bahwa hakim tahu segala hukumnya dan 
pengadilan tidak boleh menolak perkara, sehingga hal ini dijadikan dasar untuk 
menerima, memeriksa dan memutus perkara perbankan syariah dikarenakan alurnya 
menggunakan hukum perdata konvensional, para pihak pun juga diberi keleluasaan 
untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah di Pengadilan Negeri sebagai tempat 
penyelesaian perkara (choice of forum). 
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ABSTRACT 
Aulia Lizara. NIM: S.351602014. AUTHORITY OF DOMESTIC COURT IN 
RECEIVING, CHECKING AND DECIDING THE SHARIA ECONOMIC 
COUNCIL. 2017. Notary Program Faculty of Law University of Sebelas Maret 
The purpose of research and writing of this thesis is to know and analyze the 
legal standing of the agreement of the parties to elect the sharia economic dispute in 
the District Court, which according to the Religious Courts Act is the authority of the 
Religious Courts and know what is the basis of the District Court still receive and 
examine the case -economic sharia after the Decision of the Constitutional Court 
Number 93/ PUU-X /2012. 
Research methods used to achieve the purpose of this study using empirical 
approach method, is descriptive. Data collection methods used in this study are 
primary data with interviews, and secondary data are documents related to the 
problems studied by the author. 
Result of this study states that an agreement agreed by the parties shall not be 
contradictory to the Laws and Regulations, even if a contract or agreement 
especially a contract is a law for those who have agreed in it, but it must be ruled out 
because there are regulations and the clause in such a conflicting contract is null 
and void. With regard to the choice of forum on the dispute settlement clause, the 
clause on the settlement of the dispute will be null and void because it is 
contradictory to the law due to the regulation concerning the absolute authority of 
the Court in the Court of Religion. 
Ability to carry out the task of solving any case based on the principle of ius 
curia novit which explains that the judge knows all the law and the court should not 
refuse the case, so this is used as the basis for receiving, examining and deciding the 
case of sharia banking due to the use of conventional civil law, the parties also given 
the freedom to solve the case of sharia banking in the District Court as a place of 
choice of the case (choice of forum). 
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